
JANGKA WAKTU

PENGECUALIAN AKIBAT JIKA DIBUKA MANFAAT

1  Hasil DED ( Detail Enginering Design )  Pepres No. 16 Tahun 2018 2 (dua) tahun  Menghambat kesuksesan kebijaksanaan  Menjaga iklim yang

 Peraturan Pengadaan  karena adanya pengungkapan secara  kondusif dilingkungan

 prematur  Bidang Usaha serta

 menghindari mis infor-

 masi di mata publik

2  Hasil Monitoring DAS pada kegiatan  UU Tahun 1974  sampai selesainya  Menimbulkan polemik dalam pengam- Mengeatahui

 Galian C  tentang Pengairan  kegiatan eksploitasi  bilan kebijaksanaan karena adanya  pelaksaan pengambilan

 PP No. 22 Tahun 1982  tuntutan  bahan batuan galian C

 Pengaturan Air  pada Daerah sungai

 PP No. 35 Tahun 1991

 tentang Sungai

3  Hasil Kegiatan Monitoring dan Evaluasi  Pepres No. 16 Tahun 2018  sampai selesai  Menghambat kesuksesan kebijaksanaan  Mengetahui kondisi

 Peraturan Pengadaan  kegiatan  karena adanya pengungkapan secara  dan hambatan pe -

 prematur  laksanaan kegiatan pa-

 da tahun anggaran ber

 jalan

4  Rincian Harga Pekiraan Sendiri (HPS) Pasal 66 Perpres No. 54 

Tahun 2010 dan 

perubahannya

sampai kegiatan 

selesai

Terjadi Pelaksanaan lelang yang tidak jujur, 

adil dan persaingan usaha yang tidak sehat 

diantara kontraktor

Menjaga persaingan usaha 

yang sehat dan iklim 

kondusif  di dunia kerja

No. KONTEN INFORMASI DASAR HUKUM
KONSEKUENSI

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR



1.    Pasal 17 huruf I UU 

no.14/2008

2.    UU no.43/1999 ttg 

kepegawaian

1.    Pasal 17 huruf I UU 

14/2008

2.    UU No. 43/99 ttg 

Kepegawaian

1.    UU No.15/2004 ttg 

Perbendaharaan Negara

2.    UU No. 17/2003 ttg 

Keuangan Negara

3.    Pasal 17 huruf I UU no. 

14/2008

Painan, 17 Juli 2018

Sekretaris Dinas PSDA

Kab. Pesisir Selatan

JUNAIDI, SH. MM

NIP. 19690630 199403 1003

5 Daftar nilai DP3 PNS 1 th Mengungkap data pribadi yg bersifat rahasia Melindungi data pribadi yg 

bersifat rahasia

6 Data usulan pengangkatan PNS dlm jabatan 

struktural & notulansi hasil rapat 

Baperjakat

Tdk terbatas Merugikan proses penyusunan 

kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan 

karena adanya pengungkapan  secara 

premateur

Menjaga iklim kondusif di 

lingkungan kerja

7 Surat pertanggungjawaban keuangan Tdk terbatas Pelanggaran disiplin PNS dlm membocorkan 

rahasia negara sehingga dpt menimbulkan 

penyalahgunaan dokumen negara

Melindungi dan 

mengurangi 

penyalahgunaan dokumen 

negara


